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BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMAIITAIT TEITGAH

PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR

NOMOR 7 TAHUN 2A2L

TENTANG

PENGELOLAA1Y ASET DESA
DI I{ABUPATEH BARITO TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pengelolaan Aset Desa.

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OO2 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Larnandau, Kabupaten
Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi
Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2OO2 Nomor
18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a 180);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aa3$;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2A11 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun ZOL9 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2AlL tentang Pembentukan
Peratural Perundang-Undangan {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Al9 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2AA tentang Desa

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2A2O tentang Cipta Kerja (Lembara
Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6s73);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahrrn 2O2O tentang Cipta Kerja
(Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2A2O Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang
Ad,ministrasi Pemerintahan (I-embaran Negara Tahun
2Ol4 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5601 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2O2A tentang Cipta Kerja
(Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 65732\;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2074 tentang
Peraturan Pelaks aflaar- Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2Ol4 tentang Desa (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol9 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6321\;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2OI4
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 2O93);

Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 1 Tahun 2At6
tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2O Tahun 2O18
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ot8 Nomor 611);

MEMUTUSI(AN :

PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR TENTANG
PENGELOLAAN ASET DESA DI KABUPATEN BARITO TIMUR.

BAB I

6.

7.

8.

9.

lo.

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur.



2.

3.

4.

pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Bupati adaJah Bupati Barito Timur.

Desa adalah d.esa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjrrtnya disebrrt Desa, adalah kesatuan masyarakat huku:la yang
*e*iliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusEln pemerintahan, kepentingan rnasyarakat seternpat berdasal'kan
prakarsa ma$yarakat, hak isal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui
du.* dihormaii dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
pemerintahan Desa adatah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia.
pernerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Badan permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintahan 

-yang 
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa

Lerdasarkan keterw-akilan witayafr dan ditetapkan secara demokratis.

Aset Desa adalah barang rnilik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik
Desa, dibeli atau diperoieh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APB Desa) atau perolehan hak lainnya yang sah'

Pengelolaan aset desa merupakan rangkaian kegiatan rnulai dari
per€ncana€m, pengadaan, penggqtaaalt, pemanfaatan, pefiga-rna11,an',

pemeliharaan, 
- penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan,

pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa'

perencanaan adalah tahapan kegiatan $ecara sistematis untuk merumuskan
berbagai rincian kebutuhan barang milik desa.

Fengadaan adatah kegiatan untuk melakukal pemenuhan kebutuhan
barang dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

pe11ggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Peagguna Barang dalam
**rrgg*rrrakan aset desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi'

pemanfaatan adalah pendayagunaan aset desa secara tidak langsung
dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan
tidak mengubah status kepemilikan.

Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan barang milik desa berupa tanah
otefrlihak lain dengan cara mendirikan bangunan danlatau sarana berikut
fasiliLsnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka
waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selaajutnya diserahkan kembali
tanah beserta bangunan dan/atau sararta berikut fasilitasnya setelah
berakhirnya jangka walrfu yang disepakati.

Bangun Serah Guna adalah pemanfa.atan barang milik desa berupa tanah
otetr pifrak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut
fasilitasnya, dan seteLah selesai pembangunannya diserahkan kepada

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

L2.

13.

14. $ewa adalah pemanfaatan aset desa oleh pihak lain dalarn jangha waktu
terteatu dan menerima imbalan uang tunai.

15- pinjam pakai adalah pemanfaatan aset desa antara Pemerintah Desa dengan
pemerintah Desa lain serta Lembaga Kemasyarakatan Desa di desa setempat

dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.

L6. Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset desa oleh pihak
lai1dalam jangka waktu tertentu dalam rangla meningkatkan pendapatan
Desa.

17.

18.



19.

2L.

24.

Pemerintahan Desa untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu
yang disepakati.

Pengamana:r_ adalah ploses' cara. perbuatan rnengamankan aset desa dalam

bentuk lisik, hukum, dan adrninistratif.

Pemeliharaan ad.alah kegiatan yang difakukan agal. semua aset desa selalu

dalam keadaan baik dalam rangka penyelengga-raan Pemerintahan Desa.

penghapusan adalah kegiatan menghapusf meniadakan aset desa dari buku
dad inventaris desa dengan Kepuiusan Kepala Desa untuk membebaskan
Pengelolaan Barang, Pengguna Barang, darirl atau kuasa pengggna barang

dari-tanggung jawab aaministrasi dan fisik atas barang yang berada dalam
pengguasaanrrya.

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan aset desa.

Tlrkar menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan aset desa yang

dilakukan antara ptmLrintah desa dengan pihak lain d'engan

penggantiannya dalam bentuk barang.

22.

23.

24. penjualan adalah pemindahtanganan aset desa kepada pihak lain dengan

menerima penggantian dalam bentuk uang'

ZS. penyertaan Modal Pemerintah Desa adatah pemindahtanganan aset Desa

yan; semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan

irrog dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Desa dalam

BUMDesa.

26. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang di lakukan meliputi
pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset desa sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

27. pelaporan adalah penyqiian keterangan berupa informasi terkait dengan

keadaan objektif aset desa-

2g. penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada

data/fakta yang obyektii dan relevan dengan menggunakan metode/teknis
tertentu untuk srernperoleh nilai aset desa.

Zg. Tanah Desa adatah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah
Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa danlatau untuk
kepentingan sosial.

30. Inventarisasi adalah kegiatan unhrk melakukan pendataan, pencatatan, dan
pelaporan hasil pendataan aset desa.

31. Kodefikasi adalah pemberian kode barang pada aset desa dalam rangka

pengamanan dan kepastiaa status kepemilikan'

Pasal 2

t1) Jenis aset desa terdiri atas :

a. Kekayaan asli desa;

b. Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;

c. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang

sejenis;

d. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari
perjanjianlkontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan
Peraturan Perundang-Undang;

e. Hasil kerja sarna desa; dan

f- Kekayaan desayang berasal dari perolehan lain yang sah-

l-



t2t Kekayaan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri
atas :

a. tana}r kas desa;

b. pasar desa;

c. pasar hewan;

d. tambatan Perahu;

e. bangunan desa;

f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;

g. pelelangan hasil Pertanian;

h. hutan milik desa;

i. mata air milik desa;

j. pemandian umum; dan

k. lain-lain kekaYaan asli desa.

BAB II

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian

hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian

ni1ai.

Pasal 4

(1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang

dan bertanggungiiwab atai pengelolaan aset desa yang selanjutnya disebut
pengelola aset desa.

(2) Kepala Desa sebagai pemegang kekrrasaan pengelolaan aset desa

se6agaimana dimakiud 
-pada ayat (1), mempunyai wewenang dan

tanggungiawab :

a. menetapkan kebdakan pengelolaan aset desa;

b. menetapkan pembantu pengelola dan Pengurus aset desa;

c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset

desa;

d. menetapkan kebijakan pengamanan aset desa;

e. mengajukan usul pengad.aan, pemindahtanganan dan atau penghapusan
aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa;

f. menyetdui usul pemindahtanganan dan penghapusarl aset desa sesuai
bata"s kewenangan; dan

g. menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atau bangunan'



(3)

(4)

{5}

{6)

Aset desa yang bersifat strategis sebagaimana dirnaksud pada ayat (21huruf

e, berupa i"ra kas desa, tanah ulayat, pasar-desa, pasar hewan, tambatan
perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian' hutan
milik desa, mata air milil desa, pemandian umtun, dan aset lainnya milik
desa.

Dalam rnelaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat {U,
Kepala Desa dapat mengLlasakan sebagian kekr-lasaan pengelolaan aset desa

kepada Perangkat Desa.

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat {a) terdiri dari:

a. sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa; dan

b. unsur Perangkat Desa sebagai pengqrus aset desa.

Pengurus aset desa sebagaimana dimaksud pa.da ayat {5} huruf b, berasal

dari Kepala Urusan.

Pasal 5

Sekretaris Desa selaku pembantu tr>engelola aset desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal + aSrit {5} huruf a, b"nrenang dan bertanggungiawab:

a. meneliti rencana kebutuhan aset desa;

b. meneliti rencara kebutuhan pemeliharan aset desa ;

c. rnengatur penggunaan, P€Banfaatln, Peoghapusan dan

pr*td.tt tangalrr;aset desa yang telah di setujui oleh Kepala Desa;

d" melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa;dan

e. melakukan pengawasan dan pengendatrian atas pengelolaan aset desa'

Unsur Perangkat Desa sebagai pengurus aset desa sebagaimana dimaksud
dalarn pasal 4 ayat {5) }ruruf b, berfugas dan bertanggungiawab :

a. mengajukan rencana kebutuhan aset desa;

b. mengajrrkan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang

dipeioieh dari beban APBDesa dan- perolehan lainnya yang sah kepada

Kepala Desa;

c. melakukan inventarisasi aset desa;

d. mengamankan dan memelihara- aset desa yang dikelolanya; dan

e. men5rusun dan menyampaikan laporan aset desa'

Pasal 6

Aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.

Aset desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status
kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

Aset desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan desa dan

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aset desa dilarang rrrrtuk diserahkan kepada pihak lain sebagai perrbayaran
atas tagihan kepada pemerintah desa.

Aset desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk tujuan apapun-

(u

(2)

(u

{2}

(3)

t4)

ts)



Pasal 7

(1) Pengelolaan aset desa meliputi :

a. pererrcanaan;

b. pengadaan;

c. penggunaan;

d- pemanfaatan;

e. pengamanan;

f. pemeliharaan;

g. penghaPusan;

h. pemindahtanganan;

i. penatausahaan;

j. pelaporan;

k. penilaian;

I. pembinaan;

m. pengawasan; dan

n. Pengendalian.

t2\ Pengelolaan Aset Desa dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi Sistem
kngelolaan Aset Desa (SIPADES).

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 8

(1) Perencanaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a,

dituangkan d.alam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJMDesa) untuk kebutuhan 6 {enam} tahun.

{21 Perencanaan kebutuhan aset desa untuk kebutuhan 1 (satu} tahun
dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) dan
ditetapkan dalam APBDesa setelah memperhatikan ketersediaan aset desa

yang ada dan kebutuhan pernerintahan desa.

Bagian Ketiga
Pengadaan

Pasal 9

(1) Pengadaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b,
dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan
terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

12\ Pengadaan barang/jasa di desa dirrtamakan dilaksanakan secara swakelola
oleh anggota masyarakat, kecuali untuk pengadaan yang bersifat khusus
dan membutuhkan keahlian atau keterannpilan tertentu.

(3) Pengadaan barang/jasa di desa berpedoman pada Peraturan Bupati tentang
Pengadaan Barang/jasa di desa.



Bagian KeemPat
Penggunaan

Pasal 10

(1) Penggunaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c,

ditetapkan dalam rangka menduln:ng penyelenggaraan Pemerintahan Desa'

(2) Status penggunaan aset Desa ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan

Kepala Desa.
(3) penetapan status penggunaan aset desa dilakukan setelah seiesainya proses

pengadaan barangljasa untuk kemudian dicatat dalam Buku Inventaris

Aset Desa.

Bagian Kelima
Pemanfaatan

Pasal 1 I

tl) Pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d,U 
hanya dapat dilaksanakan sepanjang aset tersebut tidak dipergunakan

iangsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa'

{2) Bentuk pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1},

berupa:
a. sewa,

b. pinjam pakai;

c. kerjasama Pemanf,aatan; dan

d. bangun guna serah atau bangun serah guna'

t3) Pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksrrd pada ayat (2) ditetapkan

dalam Peraturan Desa'

Pasal 12

(1) pemanfaatan aset desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

ayat (Z1huruf a, tidak merubah status kepemilikan aset desa'

(2t Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3
(tiga) tahun dan dapat diperpanJang.

(3) Sewa aset desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-

kurangnya memrrat :

a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;

b. objek perjanjian sewa;

c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;

d. tanggung jawab penye!fira atas biaya operasional dan pemelitraraan

selama jangka waktu sewa;

e. hak dan kewqjiban Para Pihak;

f. kewajiban penyewa mengembalikan aset dalam keadaan baik;

g. keadaan di luar kernampuaIl para pihak lforce rnajeure\; dan

h. persyaratan lain yang dianggap perlu'



Pasal 13

(1) pemanfaatan aset desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam
pasal 11 ayat (2) huruf b hanya dapat dilaksanakan antara Pemerintah Desa

dengan Pemerintah Desa lainnya serta Lembaga Kemasyarakatan Desa.

(Z) pinjam pakai aset desa sebagaimana ayat (1), dikecualikan untuk tanah,
bangunan dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor.

(3) Jangka qraktu pinjam pakai aset desa paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat

diperPanjang.

(4) pihak kedua atau peminjam pakai aset desa dilarang menyerahkan,
melimpahkan, menggadaikan dan menjaminkan aset desa kepada pihak
manapun.

(S) pinjam pakai aset desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang

sekurangkurangnYa memuat :

a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;

b. jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan;

c. jangka waktu Pinjam Pakai;

d. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan
selama jangka waktu Peminjaman;

e. hak dan kewajiban Para Pihak;
f. kead.aan di luar kemampuan para pihak [fore maieurel; dan

g. persyaratan lain yang di anggap perlu'

Pasal L4

(1) Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud daiam Pasal 11 ayat (2)

huruf c, berlpa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan
dalam rangka :

a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa;dan

b. meningkatkan PendaPatan desa.

t2) Kerjasama pemanfaatan aset desa berupa tanah dan/atau bangunan

derigan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dengan ketentuan :

a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDesa untuk
memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang

diperlukan terhadap tanah dan bangunan tersebut;

b. pihak lain sebagaimana d.imaksud pada ayat (1) dilarang rnenjaminkan
atau menggadaikan aset desa yarrg menjadi objek kerjasama
pemanfaatan;

(3) pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat {1) memiliki kewajiban, antara
lain:

a. membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu
pengoperasian yang telah diietapkan dan pembagian keuntungan hasil
Kerja Sama Pemanfaatan melalui rekening Kas Desa;

b. membayar semlra biaya persiapan dan pelaksanaan kerja sama
pemanfaatan; dan

c- Jangka waktrr kerjasama pemanfaatan paling lama 15 (lima betas) tahun
sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.



l-

i

(4) Pelaksanaan kerjasama pernanfaatan atas tanah dan/atau bangunan

ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat:

a. para pihak yarrg terikat dalarn peryanjian;

b. objek kerjasama Pemanfaatan;

c. jangka wakfli;

d. hak dan kew4iiban Para Pihak;

e. penyelesaian Perselisihan;

f. keadaan di luar kemampuan para pihak {$oren maietre); dan

g. peninjauan pelaksanaan perjanjian'

Pa.sal 15

(1) Bangun guna serah atau bangun serah ryr" sebagaimana dimaksud dalam
pasal tt ayat- Ql huruf d blrupa tanah dengan pihak lain dilaksanakan

dengan Pertimbangan :

a. pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagt

penyelenggaraan pemerintahan desa;

b. tidak tersedia dana dalam APBDesa. trntuk penyediaan bangunan dan

f,asilitas tersebut-

(2t Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama jangka waktu
pengoperasian memiliki kewajiban, arttaxa lain :

a. membayar kontribusi ke rekening Kas Desa setiap tahun; dan

b. memetrihara objek bangun guna serah atau bangun serah guna'

(3) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf &, besarannya

ditetapkan berdisarkan hasil perhitrrngan tim penilai yang dibentuk oleh

Pemerinta.h Daerah KabuPaten'

(4) Pihak lain sebagaimana dirnakslld pada ayat (1} dilarang menjaPrn!3n,, 
rnenggadaikan, atau mernindahtangankan tanah yang rnenjadi objek

bansun guna serah atau bangun serah guna'

(5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menanggung
yang berkenaan dengan persi.apan dan pelaksanaan pelurusunan
perjanjian, dan konsultan pelaksana'

Pasal 16

t1) Jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna paling lama 2O

tahrin (dua puhrh tahrrn) dan dapat diperpranjang'

l2l Perpanjangan waktu bangun guna serah atanr banggn serah guna, 
sebagaimana dimaksud p"i" 

"y"t ttt 
setelah terlebih dahulu dilakukan

evaluasi oleh Tim yang dibentuk' Kepala Desa dan difasilitasi oleh

Pernerintah KabuPaten.

(3) Dalam hal jangka wakhr bangun guna serah atan'r bangun serah- guna

diperpanjang, pJrnanfaatan dilakukan melalui Kerjasama Pemanfaatan

sebagaimana diatur dalam Pasal L4.

(4) Bangun guna serah atau bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan

surat pedanjian yang sekrrrang-kurangnya memuat:

a. Para pihak yang terikat dalam perjanjian;

biaya
surat



b. objek bangun guna serah;

c. jangka waktu bangun para pihak yang terikat dalam perjanjian;

d. penYelesaiaan Perselisihan;

e. keadaan diluar kemampuan para pihak (force m4ieure); dan

f. persyaratan lain yang di anggap perlu;

g. Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian hasil dari pelaksanaan

bangun guna sera.h ah; bangun serah guna harus dilengkapi dengag

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Pemerintah Desa'

Pasal 17

pemanfaatan melalui kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun

serah guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal L4 dan Pasal 15 dilaksanakan

setelah mendapat ljin tertulis dari Bupati'

Pasal 18

Hasil pemanfaatan sebagaimana dalam Pasal 12, Pasal L4 dan Pasal 15

rnerupakan pendapatan desa dan wqiib masuk ke rekening Kas Desa'

Bagian Keenam
Pengamanan

Pasal 19

(U pengamanan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, wajib

dilakukanolehKepalaDesadanPerangkatDesa.
(21 Pengamanan aset desa sebagairnana dimaksud pada ayat {1), meliputi :

a" administrasi antara lain pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan

PenYimPanan dokumen kePemilikan;

b. fisik untuk mencegah terjadirrya penurunan fungsi barang, penurunan
I jumlah barang dan hilangnya barang;

c- pengamanan lisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara

pemagaran, pernasaltgan tanda batas dan papan pengumuman nama

tanah milik desa;

d. selain tanah dan bangunan sebagairnana dirnaksud pada huruf c

dilakukan dengan cara penyimpanan dan perneliharaan; dan

e. pengam€urag hukum antara lain dengan rnenyimpan dan melengkapi

bulrti status kePemilikan.

(3) Pengamanan aset desa sehagaimarra dimaksud pada ayat (2) pembiayaannya

dibebankan Pada APBDesa'

Bagian Ketujuh
Pemeliharaan

Pasal 2O

(1) pemeliharaan aset desa sebagairnana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f,
wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.



(2) perneliharaan aset desa dilakukan untuk mempertahankan, meningkatkan,
mengupgrade fungsi dan manfaat aset desa'

t3) Biayapemeliharaan aset desa dibebankan pada APBDesa.

Bagian KedelaPan
PenghaPusan

Pasal 21

(U penghapusan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g

**rop&r1 kegiatan menghap-us/meniadakan aset desa dari Buku Data

Inventaris Desa.

(21 penghapusan aset desa sebagsimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam hal karena terjadinYa :

a. beralih kePemilikan;

b. Pemusnahan; atau

(3) penghapusan aset desa yang beratih kepemilikan sebagaimana dirnaksud

Pada aYat (21huruf a, antara lain :

a. pemindahtanganan atas aset desa kepada pihak lain;

b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap'

c. Desa yang kehilangan hak sebagai akibat d-asi putusan pengadilan

sebagiimina pada huruf b, wajib menghapus dari daftar inventaris aset

milik desa.

(4) Pemusnahan aset desa sebagaimala dimaksud pada ayat (21 huruf b,

dengan ketentrran:

a, berupa aset yang sudah tidak dapat dinnanfaatkan dan/atau tidak
memifiki nrlat ekonomis, anttaralain meja, kursi, komputer;

b. pernusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dikubur, dihancurkan,

i.\ hitenggelamkan, dilarutkan atau dengan cara lain.

c. dibuatkan Berita Acara pmusnahan sebagai dasar penetapan

keputusan Kepala Desa tentang Pemusnahan'

(S, knghapusan aset desa karena terjadinya sebab tain sebagaimana dimaksud

Pada aYat 2 huruf c, antara lain:

a- hilang;

b. kecurian;

c. terbakar;

(61 Dalam hal terjadi kehilangan, kecurian dan terbakar maka Pemerintah Desa

atau pemakai aset desa harrs melaporkan terlebih dahulu kepada apaJ":at

UerwaiiUypenegak hukum untuk mernperoleh keputusan hukum sebelum

dilakukan Proses PenghaPusan'

Pasal 22

penghapusan aset desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam
pasal 2L ayat (3) terlebih dahulu dibuatkan Berita Acara dan ditetapkan dengan

Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Bupati'



Pasal 23

(U penghapusan aset desa selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ttdak
perlu mendapat persetujuan Bupati'

{Zt penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} terlebih dahulu dibuat
Beriia Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa-

Pasal 24

(1) Aset milik desa yang desa nya dihapus sebagai dampak- pembangunan

seprti waduk, uEu1g penggantinya diserahkan kepada pemerintah

Kabupaten sebagai pendapatan daerah'

t2t Aset milik desa-desa yang digabung sebagai dampak pembangunan seperti

waduk, uang penggantinya menjadi milik desa'

t3) uang pengganti sebagaimana dirnaksrrd pada ayat (2) rrerugakan
p*ni*p"t riiesa yarlg penggunaannya diprioritaskan untuk pennbangunan

sarana Prasarana desa.

I (4) Aset milik desa yang desa-nya dihapus dan/atau digabung 9S* rangka

penataan desa, iset-besa yang desa nya dihapus menjadi rnilik desa yang

digabung.

Bagran Kesembilan
Pemindahtanganan

Pasal 25

(1) 
"ryffi,%ffiif;*sarlan 

aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

a.. tukar menukar;

b. Penjualan;
c. penyertaan modal Pernerintah Desa'

't' (21 pernindahtanganan aset desa sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) berupa

tanah dan/atau bangunan milik desa hanya ditakukan dengan tukar
menukar dan PenYertaan modal'

(3) pemindahtanganan adalah proses yang dilakukan sebelum proses

penghapusan aset dari Buku Inventaris Desa'

Pasal 26

Aset desa dapat dijual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (L) huruf b,

aPabila :

a. ffsr$ffi*uff#ffiJ,HffiffiL.ffifr" 
nilai ekonomis dalam

b. Aset desa berupa tanaman tumbuhan dan ternak yang diketrola oleh
pemerfurtahan Disa, seperti pohon jati, meranti, bambu, sPi, kambing dan

lainnya;

c. penjualan aset sebagaimana, dimaksud pada huruf a dan b dapat dilakukan
rnelalui penjualan langsung dan/atau lelang;

d. penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain meja,

k11;i, kompuier, rnesin tik serta tanaman turnbuhan dan ternak;



Penjualan melalui lelang sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain

kendaraan berrnotor, peralatan mesin;

Penjualan sebagaimana dimaksud huruf d dan e dilengkapi dengan bukti
penjualan dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa tentang

Penjualan;

Uang hasil penjualan sebagairnana dimaksud huruf d dan e dirnastlkkan

dal; rekening kas desa sebagai pendapatan asli desa;

Pasal 27

penyertaan modal Pemerintah Desa atas aset desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, dilakukan dalam rangka pendirian'

pengembangan dan peningkatan kinerja Badan usaha Milik Desa

[BUMDesa].
Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Tanah Kas

Desa.

(1) Aset desa Yang sudah
datarn Pasal 1O harus
diberi kodefikasi.

(21 Kodefikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam pedoman umum

mengenai kodefikasi aset desa-

(4) pencatatan Aset Desa dilaksanaka:r sesuai dengan format yang tercantum

dalarn Buku Inventaris Aset Desa wajib rnemuat kode barang'

(5) Kode barang diisi sesuai dengan Pedoman Penggolongan dan kodefikasi aset

desa.

(6) Pemberian keterangan pada _barang/aset desa dilakukan
dengan nrenempelkan *ti.k"t, cat atam ditulis langsung pada barang'

(Tl Buku Inventaris Aset Desa adalah buku yang meneatat daftar aset desa

berdasarkan tanggal perolehan/pembelian barang'

tS) Buku Induk Inventaris Aset Desa adalah gabungan dari buku inventaris aset

desa dan dibuat Pertahun.

Bagran Kesebelas
Penilaian

Pasal 29

pemerintah Daerah Kabupaten bersama Pemerintah Desa melakukan
inventarisasi darr penilaian aset desa sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 3O

Penilaian aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dalam rangka

pemanfaatan dan pemindahtanganan beruqa tanah dan/atau bangunan

aiutot rn oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.

t1)

(2)

Bagian KesePuluh
Penatausahaan

Pasal 28

ditetapkan penggunaannya sebagaimana dimaksud
diinventariJir aat^m buku inventaris aset desa dan



Pasatr 31

Format Keputusan Kepala Desa tentang PenggUnaan Aset Desa, Format Berita

Acara dan Keputusan kepala Desa tentang Penghapusan Aset Desa serta' Format

Buku Inventaris Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pasal

22, pa*al 2Z ayat (2) dan Pasal 28 ayat (1) tetcarrtum d.alam t arrrpiran Peraturan

Bupati yang *rrop"i*n bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini'

'i-'

BAB III

TUKAR MENUKAR

Pasal 32

Pemindahtanganan aset desa berupa tanah m9l.alui tukar menukar sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a terdiri dari :

a. untuk kePentingall umurn;

b. bukan untuk kepentingan umum; dan

c. tanah kas desa selain untuk kepentingan ufi-Iufir dan bukan untuk
kepentingan umum.

Bagran Kesatu
Untuk KePentingan Urnum

Pasal 33

(U T\rkar menukar aset desa berupa tanah untuk pembangunan !*SiU 
kepentingan urnurn sebagaimalla dimaksud dalam Pasal 32 huruf a,

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan'

(21 Tbkar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

ketentuan :

a- tukar menrrkar dilalnrkan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi
sesuai harga yang menguntungkan desa dengan menggllnakan nilai
wqiar hasil perhitungan tenaga pnitrai;

b. apabila tanah pengganti belum tersedia maka terhada.p tanah pengganti

tirlebih dahulu dapat diberikan berupa uang;

c. perrggantias benrpa uang sebagaimana dimaksud pada huruf b harus

ifig""*t "" untuk membeli tanah pengganti yang senilai;

d- tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada humf c diutamakan
berlokasi di desa setemPat; dan

e. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di desa setempat tanah
p"rrgg.rrU aapat berlokasl a*"m satu Kecarnatan dan/atau Desa di
Kecamatan lain yang berbatasan langsung'

Pasal 34

(U Tukar menukar aset desa berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

33 dilakukan dengan tahaPan :

a. Kepala Desa menyampaikan surat kepada P"ryI terkait hasil
Musyawarah Desa tentang ttrkar menukar tanah milik Desa dengan

calon lokasi tanah pengganti berada pada desa setempat;

r^\
I



.t-'

4-\
l

b. Kepala Desa m.enyarnpaikan permohonan rjin kepadl Bupati, untuk
selanjutnya Bupatirneneruskan permohonan ijin kepada Gubernur;

(21 Apabita lokasi t,]fla}-pengganti tidak tersedia di desa setempat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e dilakukan dengan tahapan :

a. Bupati melakukan tinjauan lapangan dan veri{ikasi data untuk
mendapatkan kebenarair rnateril- dan forrnit yang dituangkan dalam

Berita Acara;

b. Hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada

huruf a" disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan

pemberian Persetujuan;

C. Sebelum pemberian persetujuan sebagaimana, dimaksud huruf b'

Gubernur dapat melakukan kunjungan lapangan dan verifikasi data;

d. setelah Gubernur memberikan persetqiuan, selanjutnya Kepa$ Desa

menetapkan peraturan Desa tentang tukar rnenukar tanah milik desa'

Pasal 35

Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (21

dilikukan .rrrt r[ methat d.r, m"ngetahui secara materil kondisi fisik lokasi

tanah milik desa dan lokasi calon pengganti tanah milik desa'

Verilikasi data sebagairnana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dilakukan
untuk memperotetr"Uut<ti formil melalui pertemuan di desa yang dihadiri
oleh unsur dari Pemerintah Desa, BPD, pihak yang melakukan tukar
*.t rt t, pihak pemilik tanah yang digunakan untuk tanah pengganti'

aparat Xecamatan, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Provinsi, serta pihak

danl atam instansi terkait lainnya..

Hasil tinjauan lapangan dan verilikasi data sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ian ayaf (2)-dimuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh

para pihak dan/atau instansi terkait lainnya'

Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat t3) rnemuat antara

lain :

(u

(2j

t3)

(4)

a. hasil musYawarah desa;

b. letak, luasan, lnatga wqiar, tipe tanah desa

penggunaannYa; dan

c. bukti kepemilikan tanah desa yang ditukar dan penggantinya.

Pasal 36

(U Ganti rugi berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2)

huruf b, apabila dibelikan t rrafr pengganti dan terdapat selisih sisa uang

yang relatifledikit atau uang ganti rugi relatif kecil dapat digunakan selain

rentuk tanah.

l2l Besaran dan pengunaan selisih sisa uang sebagaimana dinraksud pada

ayat (1) diatur oleh BuPati.

(3) Selisih u€uIg sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dirnasukkan dalam Kas

Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa.

berdasarkan



(u

Gubernur melatrrorkan hasil
33 kepada Menteri.

Pasal 37

tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Bagian Kedua
Bukan KePentingan Umurn

Pasal 38

Tukar menukar tanah milik desa bukan untuk pembangunan- kepentingan

umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b- hanya dapat

dilakukan a{abila ada kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis

dengan tetap memperhitikan dan menyesuaikan Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTR\II).

Kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis sebagaimana

ii*"r.*rri pada ayat tit ".p.tti 
pengembangan kawasan industri dan

perumahan.

Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

ketentuan:

a.. tukar rnenrrkar dilatctrkan setelah terjadi kesepakatan besaran garfti rugi
sesuai harga yang mengUntungkan desa dengan menggunakan nilai

wajar hasil perhitungan tenaga penilai;

b. tanah pengganti diutamakan berlokasi di desa setempat;

c. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di desa setempat

sebagairnana dirnaksud padl-huruf b, tanatr pengganti dapat berlokasi

dalarn satu kecarnatan dan/atau desa dikecarnatan lain ya'g
berbatasan langsung.

Pasal 39

(1) T\rkar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38

ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :

a. ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang tukar menukar Tanah neilik

desa;

b. peraturan Desa sebagaimana dfunaksud pada huruf a ditetapkan setelah

mendapat ijin dari Bupati, Grrbernr,rr, dan persetujuan Menteri;

c. Sebelum Bupati menerbitkan ijin sebagaimana dimaksud pada huruf b,

terlebih dahulu membentuk Tim K4iian Kabupaten;

d. Tim Kajian Kabrrpaten sebagaimana dimaksud pada huruf--c
keanggoiannya terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah {SKPD)

terkait Vgrr,lg 
"<lisesuaikan dengan kebutuhan serta ditetapkan dengan

Keputusan BuPati;

e. Tim Kqiian Kabupaten sebagai $aana dimaksud pada huruf d dengan

mengikutsertakan tenaga Penilai;

t Tim Kajian Kabupaten sebagaimana dim"aksud pada huruf e melakukan
pengkajian berr-lpa peningkatan ekonomi desa, rnengunttrngkan desa,

dan tidak rnerugikan aset desa;

g. Hasil kqiian sebagaimana dimaksud pada huruf f sebagai bahan

pertimbangan; dan

at

(3)\

l



{2t

h. hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf g disampaikan kepada

Gubernur untuk Perm.ohonan ijin'

Gubernur sebelum menerbitkan ijin terhadap
desa, sebagaimana ayat {U huruf h terlebih
melalui tinjiuan lapangan dan verifikasi data'

tukar menukar tarTah milik
dahulu melakukan kqiian

Pasal 4O

Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (21

ailit<ukan rrrtot melihat dan mengetahui secara materil kondisi fisik lokasi

tanah milik desa dan lokasi calon pengganti tanah milik desa'

Verilikasi data sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 39 ayat (2} dilakukan
untuk mernperoleh-bukti formil melalui pertemuan di desa yang dihadiri
oleh unsur dari Pemerintah Desa, BPD, pihak yang melakukan tukar
menukar, pihak pemilik tanah yang digunakan untuk tanah pengganti,

aparat fecamatari Perr.erintah Oaerah Kabupaten dan Provinsi, serta pihak

d.an/ atau insta:esi terkait lainnya.

Hasil Kunjungan Tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana

dimaksud p"a. ayat lf; dan ayat (21 dimuat dalam Berita Acara yang

ditandatangani oleh para pihak dan/atau instansi terkait lainnya.

Berita Acara, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat antara lain :

a. hasil rnusYawarah desa;

b. letak, luasan, harga wajar, tipe tanah desa berdasarkan

pengunaannYa; da"n

c. bukti kepemilikan tanah desa yang ditukar dan penggantinya"

Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat t+: sebagai dasar dan

pertimbangan Gubernur untuk menerbitkan tjin dan selanjutnya

disampaikin kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan'

Pasal 41

Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa melakukan
tinjauan lapangan dan veri{ikasi data guna memperoleh kebenafan materiil
dan formii yairs dituangkan dalam Berita Acara seklum mernberikan

persetujuan.

Hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) slUagai b;ha, pertimbangan untuk menerbitkan Surat Menteri'

Bagran Ketiga

Tanah Kas Desa Selain Untuk Kepentingan Umum

Dan Bukan Untuk KePentingan Umum

Pasal 42

(U Tanah milik Desa berada di luar desa atau tanah milik desa tidak satu

hamparan yang terhimpit oleh hamparan tanah pihak lain dan/atau tanah

milik desa 
'ya;g didalamnya terdapat tanah pihak lain dapat dilakukan

tukar merrukar ke lokasi desa setempat'

(21 T\rkar menukar tanah milik desa sebagaimana. dimaksud pada ayat (1)

datam rangka meningkatkan efektilitas pengelolaannya agar lebih berdaya

guna dan berhasil guna.

(1)

(2t

1- (31

(4)

(s)

t1)

(21



(3) T\rkar menukar tanah milik desa sebagairnana dimaksud pada ayat (1) (2)

daPat dilakukan dengan ketentuan :

a. tukar menukar tarLah milik desa dimaksud harus senilai dengan tanah

penggantinya dan mernperhatikan nilai wajar;

b. ditetapkan dengan Peratrrran Desa tentang tukar menukar Tanah milik

desa;dan

c. peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan setelah

mendaPat ijin dari BuPati'

Pasal 43

Aset desa yang ditukarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 38,

aan pasJ iz iihr.prr* dari daftar inventaris aset desa dan penggantinya dicatat

da-lam daftar inventaris aset desa'

Pasal 44

r- pembiayaan administrasi proses tukar menukar sampai dengan penyelesaian

serti{ikat tanah desa p"rrgg;nd sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 38,

dan Pasal 42 dibebankan kepada pihak pemohon'

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGA\ITASAN

Pasal 45

(1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa melakukan
pembinaan dan pengavrasan terhad.ap pelaksaraan pengelolaan aset desa;

l1l Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan

Pengelolaan aset desa;

(3) Bupati rnelakukan pembinaan dan pengaurasan pengelolaan aset desa;

(4) camat melakukan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan pengelolaan aset

desa.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 46

Dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan aset desa,

pembiayaan dibebankan pada APBDesa'

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Pengelolaan aset desa khususnya yang terkait dengan pemanfaatan dan

pemindahtanganan yang sudah berjalan dan/ata.u- sedang dalam prose$ sebelum

ditetapkannya Peraturan Bupati ini, tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak

bertectangan dengra.n Peraturan Bupati ini'



(1)

(2t

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 48

Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa
yang ada di desA dapat dihibahkan kepemilikannya kepada desa.

4:tt desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
dikembalikan kepada desa, kecuali yang sudah digunakan untuk f,asilitas
umum.

Kekayaan milik Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah berskala lokal
desa yang dihibahkan kepada desa serta aset desa yang dikembalikan
kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) aan tZl dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan. ' '

Pasal 49

Ketentuan yang mengatur mengenai aset desa wqiib menyesuaikan
dan berpedoman dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5O

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Barito Timur
pada tanggal 3 Hd qZp.

(3)

.\

Diundangkan di Barito Timur
pada tanggal
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SEKRETARIS DAERAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2O2I NOMOR .&
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR TAHUN 2O2I
TENTANG PENGELOLAAN ASET
DESA DI KABUPATEN BARITO
TIMUR

Format Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Status Penggunaan Aset
Desa.

KABUPATEN BARITO TIMUR
KEPUTUSAN KEPALA DESA ....... (Narna Desa)

NOMOR... TAHUN....
TENTANG

STATUS PENGGUNAAN ASET DESA
KEPAII, DESA ...... {Nama Desa}

Menirnbang : a. bahwa penggunaan aset desa digunakan dalam
mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa

rangka

Mengingat

(Nama Desa);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, perltl rnenetapkan Keputusan Kepala Desa
tentang Status Penggunaan Aset Desa.

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang Desa
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A14 Nomor 7,
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
saesh

2. Peraturan Pemerintah Nomnr 43 Tahun 2AL4 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2Al4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol4 Nornor L23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2A19 tentang Pembahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O14 tentang
Desa (Lembaran Negara Repubtrik Indonesia Tahun 2Ot9
Nomor 41, Tambahan LembarErn Negara Republik Indonesia
Nomor 632L1;

3. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor tr 13 Tahum 2A14
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 2093);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 1 Tahun 2OL6
tentang Pengelolaan Aset Desa (tserita Negara Repubtrik
Indonesia Tahun 2C.L6 Nomor 53);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 2A Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);



6. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor Tahun 2A2l
tentang Pengelolaan Aset Desa Di Kabupaten Barito Timur
(Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2O2l Nomor

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur
Nomor....)
Peratrrran Desa ...... (Narna Desa) Nomor .., Tahun ... tentang
Anggaran Pendapatan dan Betranja Desa Tahun Anggaran ...;
Peraturan Kepala Desa ..... (Nama Desa) Nomor ... Tahun ...
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
.... (Nama Desa) Tahun Anggaran....

MEMUTUSKAN :

Keputusan Kepala Desa tentang Status Pengelolaan Aset Desa.

Aset Desa yang diperoleh dari kekayaan asli desa, APBDesa
dan perolehan lainnya yang sah dan digunakan dalam rangka
mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa ...... (Nama
Desa) sebagaimana terlampir.
Lampiran sebagaimana diktum KESATU merupakan bahan
untuk dituangkan dalm Buku Inventaris Aset Desa.

Aset Desa yang tidak langsung untuk rnendukung
penyelenggara€rn Pemerintahan Desa dapat didayagunakan
dalam rangka meningkatkan pendapatan desa.

Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di .........(Nama Desa)

pada taggal

KEPALA DESA ...... (Nama Desa),

(Nama tanpa gelar dan pangkat)

7.

8.

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA ..... {Nanra Desa}
NoMoR 6. TAHUN ..t rl
TENTANG STATUS PENGGUNAAN ASET
DESA

'l)
.(Nama Desa),...........(t91, bulan, tahun)

KEPALA DESA .....(Nanna Desa)

(Nama tanpa gelar dan pangkat)

,f

Catatan:
Format dapat disesuai dengan kebutuhan.

Petunjuk Pengisian :

Kolom 1 : Diisi dengan nomor ur:.rt.
Kolom 2
Kolom 3
Kolom 4

Kolom 5

Kolom 6

Kolom 7

Diisi dengan jenis barang.
Diisi dengan kode barang.
Diisi degan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/
pembelian / pengadaan dari aset/ kekayaan asli desa.
Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/
pembelian/ pengadaan dari APBDesa.
Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/
pembelian/ pengadaan dari sumber lain yang sah.
Diisi dengan keterangan lain yang dianggap perlu.

No. Jenis Barang Kode
Barang

AsaI Usul Barane
Ket.Kekayaan

AsIi Desa
APBDesa I"ain-lain

yang sah

I 2 3 4 5 6 7



BERITA ACARA
USUI"AN PENGHAPUSAN ASET DESA

PEMERINTAH DESA (Nama Desa)

Nomor

Pada hari ini ....... (dengan huru$ tanggal (dengan huruq ......" bulan
......(dengan huruf) tahun ....... (dengan hurufl, kami yang bertanda tangan di
bawah ini :

1. Nama
Jabatan
AIamat

2. Nama
Jabatan
Alamat

Sel<retaris Desa
Selaku Pembantu Pengelola Aset Desa,

(Nama Desa), tgl, bulan, tahun
sebagaimana di atas

Pengelola/ Pengurus
Aset Desa,

( ..". . ..". ... ...... . .." )

Catatan:
Coret yang tidak perlu.

( ...................... l

selaku Pengelola/ Pengurus Aset Desa.

Sekretaris Desa selaku Pembantu Pengelola Aset Desa

''l Sehku Pengelola Aset Desa telah rnelakukan pengecekanl penelitian atas aset
desa berupa :

1.
2.
3.
4. dst
Adapun hasil pengecekan/ penelitian atas aset tersebut di atas dengan catatan
sebagai berikut:
1. ... kondisi lisik balkl rusak.
2. ... kondisi lisik baik/ rusak.
3. ... kondisi lisik baikl rusak.
4. dst
Aset yang rusak berat dan tidak dapat dipergunakan dan memerlukan biaya
perbaikan yang besar diusulkan untuk dapat dihapus dari Buku Inventaris Aset
Desa Pertahun darr Buku Inventaris Desa.

fl' Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dapat
dipertanggungi awabkan.



B. Format Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan Aset Desa.

o
Menimbang

Mengingat

KABUPATEN BARITO TIMUR
KEPUTUSAN KEPALA DESA ....... (Nama Desa)

NOMOR... TAHUN....
TENTANG

PENGHAPUSAN INVENTARIS DAN ASET DESA
KEPALA DESA ...... (Nama Desa)

i a- bahwa barang milik Pemerintah Desa yang nrsak berat dan
tidak efisien lagi dalam pengguna€Lnnya, perlu dilakukan
penghapusan dari data inventaris desa yang tertuang dalam
Buku Inventaris Aset Desa Pertahun dan Bulm lnventaris
Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa
tentang Penghapusan Inventaris dan Aset Desa.

: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OI4 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201"4
Nomor 7, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5a95);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Al4 kntang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa fl,embaran Negara Repubtrik Indonesia
Tahr:n 2Or"4 Nomor 123, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2OL9 tentang Pembahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2A14 tentang Desa {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OI9 Nomor 4L, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nornor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2OL4
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2Al4 Nomor 2A931;

4. Perafuran &Ienteri Dalam Negeri Nomor L Tahun 2076
tentang Pengelolaan Aset Desa {Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2O Tahun 2A18
tentang Pengelolaan Keuangan Desa {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2Al8 Nomor 61U;

6. Peraturan Bupati Barito Timur Nornor .... Tahun 2O2l
tentang Pengelolaan Aset Desa Di Kabupaten Barito
Timur (Berita Daerah Kabupaten tsarito Timur Tahun
2021 Nomor ..., Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten
Barito Timur Nomor ....)

,l



7. Peraturan Desa ...... (Nama Desa) Nomor ... Tahun
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran ...;

8. Peraturan Kepala Desa ..... (Nama Desa) Nomor ... Tahun
... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa .... (Nama Desa) Tahun Anggaran....

Memperhatikan : 1. Berita Acara Penghapusan Aset Desa Nomor
tanggal ..... (dengan angka)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan Inventaris dan
Aset Desa.

Akibat penghapusan Aset Desa juga dilakukan penghapusan
dari Buku Inventaris Aset Desa Pertahun dan Buku Inventaris
Desa.

Penghapusan Aset Desa sebagaimana Diktum KEDUA
disebabkan Aset Desa tersebut beralih kepemilikan,
dimusnahkan, hilang, rusak berat sebagaimana Daftar
terlampir.

Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

KETIGA

KEEMPAT

Ditetapkan di .........(Nama Desa)

pada taggal

KEPALA DESA ...... (Nama Desa),

(Nama tanpa gelar dan pangkat)

Catatan:
1. Alasan penghapusan disesuaikan dengan kondisi riil dilapangan dan sesuai

dengan Berita Acara.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA ..... (Nama Desa)
NOMOR .... TAHUN .....
TENTANG PENGHAPUSAN INVENTARIS
ASET DESA

DAI"TAR ASET DTSA YAIYG DIHAPUS

(Nama Desa), {tgl, bul, tahun)

Pengelola/ Pengurus
Aset Desa,

Mengetahui :

Kepala Desa ........{Nama Desa),

( ...................... )

Catatan:
Format dapat disesuai dengan kebutuhan.

Petunjuk Pengisian :

( .... ................ . . )

Kolom 1

Kolom 2
Kolom 3
Kolom 4
Kolom 5
Kolom 6
Kolom 7
Kolom 8

Diisi dengan nomor urut.
Diisi dengan jenis barang.
Diisi dengan kode barang.
Diisi degan asal usul barang berdasarkan kekayaan asli desa.
Diisi dengan asal usu.l barang berdasarkan APBDesa.
Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber lain yang sah.
Diisi dengan tahun perolehan.
Diisi dengan keterangan lain yang dianggap perlu.

No. Jenis
Barang

Banyaknya
Barang

Asal Usul Barane Tahun
Perolehan

Ket.
Kekayaan
Asli Desa

APB
Desa

Lain-
lain
yang
sah

1 2 3 4 5 6 7 I



C. Format Buku Inventaris Aset Desa

BUKU IIYIIEITTARIS ASET DESA
PEMERINTAII DESA ................. (Ilama Desaf

TAIIUN .......

Kode L,okasi Desa :

(Nama Desa), (tgl, bulan, tahun)

Pengelola/ Pengurus
Aset Desa,

Mengetahui :

Sekretaris Desa
Selaku Pembantu Pengelolaan Aset

Desa

Catatan : Format dapat disesuai dengan kebutuhan.

Petunjuk Pengisian :

Kolom 1

Kolom 2
Kolom 3
Kolom 4
Kolom 5
Kolom 6
Kolom 7
Kolom 8
Kolom 9

Diisi dengan nomor urut.
Diisi dengan jenis barang.
Diisi dengan kode barang.
Diisi degan merk, ffie, ukuran dst.
Diisi dengan asal usul barang dari Kekayaan Asli Desa.
Diisi dengan asal usul barang dari APBDesa.
Diisi dengan asal usul barang dari lain-lain yang sah.
Diisi dengan tanggal perolehan.
Diisi dengan keterangan lain yang dianggap perlu.

BUPATI BARITO TIMUR,

No. Jenis
Barang

Kode
Barang

Identitas
Barang

Asal Usul Barans
Tahun

Perolehan
Ket.Kekaya

an Asli
Desa

APB
Desa

Lain-
lain
yang
sah

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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